BAB II
MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYARAKAHKONSTRUKSI
PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYART'AH CABANG

SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Surabaya
1. Sejarah Singkat Berdirinya BTN Syari'ah Cabang Surabaya

Tanggal 9 Februari 1950, lahir Bank Tabungan Pos (BTP),
berdasarkan UU Darurat No. 9 tahun 1950. Tahun 1963 BTP berubah
menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) sampai dengan sekarang.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 1968, tugas pokok Bank Tabungan
Negara disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat dan
menghimpun dana dari rakyat, terutama dalam bentuk tabungan.

Pada tahun 1974, pemerintah mulai dengan rencana pembangunan
perumahan. Guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, Bank
Tabungan Negara ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Berdasarkan surat
Menteri keuangan nomor 13-49/MK/IV/1/1974.

Tahun 1989 dengan surat Bank Indonesia No. 22/9/DPR/UPG tanggal
29 April 1989. Bank Tabungan Negara berubah menjadi Bank Umum.

Tanggal | Agustus 1992, status Hukum Bank Tabungan Negara diubah
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menjadi perusahaan perseroan (Persero) dengan pemilikan saham mayoritas

adalah pemerintah cq Departemen Keuangan R’

Pada tahun 1994 melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia
No.27/55/KEP/DIR tanggal 23 Septémber 1994 PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) dapat beroperasi sebagai bank devisa.

Berdasarkan kajian konsultan independen, price water house coopers,
pemerintah melalui Menteri BUMN dengan suratnya nomor S-554/M-
MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank Tabungan Negara
sebagai Bank Umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan dual banking sistem, sesuai dengan risalah RUPS tanggal
16 Januari 2004 yang menetapkan BTN membuka unit usaha syari'ah pada
tahun 2004 dan berdasarkan perubahan anggaran dasar PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) dengan akta No. 29 tanggal 29 Oktober 2004 oleh Emi
Sulistyowati, SH notaris Jakarta. Berdasarkan ketetapan direksi No.
14/DIR/DSYA/2004 tanggal 04 November 2002. Devisi syari'ah terbentuk
berikut struktur organisasi kantor cabang syari'ah melalui ketetapan Direksi
No. 15/DIR/DS Y A/2004 tanggal 04 November 2004.

BTN telah mendapatkan ijin prinsip dari Bank Indonesia perihal
pembukaan operasional unit usaha syari'ah BTN melalui surat BI No.

6/1350/BPBS yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2004

! Sejarah Singkat Bank BTN Cabang Surabaya dalam Annual Report tahun 2005.
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Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perbankan syari'ah didampingi
oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas,
penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan divisi syari'ah dan
pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan
prinsip syari'ah, khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang
dipasarkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah. Dewan Pengawas
Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bank. Dewan
Pengawas syari'ah BTN terdiri dari:

a. Ahmad Nazri Adlani
b. Mohammad Hidayat
c. Endy M. Astiwara

Pada tahun 2005, BTN telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang
syari'ah yang tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta,
Makasar, Malang dan Solo.

BTN cabang syari'ah Surabaya berada di Jl. Embong Kenongo No. 3
Surabaya 61271.

Seluruh kantor cabang syari'ah dapat beroperasi secara online-real
time berkait dukungan teknologi informasi yang cukup memadai syari'ah
BTN syari'ah juga fokus pada pembiayaan perumahan selain pembiayaan

lainnya terutama untuk kendaraan bermotor.

2 Ibid., h. 68.
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Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, operasi BTN syari‘ah telah
mencapai asset sebesar Rp. 191 milyar dengan volume pembiayaannya
mencapai Rp. 91 milyar. Selain itu BTN syari'ah telah mendapat
penghargaan dari Karim Bisinees Consulting sebagai the best customer
service and teller.

2. Visi dan Misi BTN Syari‘ah Surabaya

Sepeﬁi halnya bank konvensional maupun bank syari'ah sendiri
sebagai pedoman dalam mengelola usahanya, Direksi bank BTN telah
menetapkan visi dan misi BTN yang wajib diketahui, dihayati dan diamalkan
oleh setiap pegawai. Dalam hal ini BTN syari'ah memiliki visi sebagai
berikut:

Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan
mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi BTN syari'ah sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan
industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan
lainnya.

b. Menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas dan profesional serta memiliki integrasi yang tinggi.

* Ibid., h. 70.
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c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan
sesuai dengan kebutuhan nasabah.

d. Melaksanakan manajemen perbankan yang schat sesuai dengan prinsip
kehati-hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan
shareholder value.

e. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.4

3. Struktur Organisasi BTN Syari'ah Cabang Surabaya

4 www.btn.co.id.
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4. Produk-Produk BTN syari'ah Cabang Surabaya
Di BTN syari'ah cabang Surabaya ada beberapa produk yang
ditawarkan kepada nasabahnya, antara lain:
a. Produk-produk penghimpunan dana, yang terdiri dari:
1) Giro Batara Syari'ah
2) Deposito Batara Syari'ah
3) Tabungan Batara Syariah
b. Produk-produk penyaluran dana (pembiayaan) yang terdiri dari:
1) Pembiayaan KPR BTN syari'ah
2) Pembiayaan istishna’ BTN syari'ah
3) Pembiayaan multiguna BTN syari'ah
4) Pembiayaan musyarakah konstruksi BTN syari'ah.
c. Produk-produk jasa
Di BTN syari'ah cabang Surabaya juga memberikan pelayanan
jasa kepada para nasabahnya, guna memberikan kemudahan dalam
beberapa pembiayaan. Adapun jasa-jasa tersebut antara lain:
1) Transfer/kiriman uang
2) Inkaso
3) ATM
4) Bill payment (Telkom, Telkomsel, dan PLN)

5) SMS Batara
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B. Mckanisme Pembiayaan Musyarakah Konstruksi di BTN Syari'ah Cabaug
' Surabaya
Mekanisme pembiayaan musyarakah konstruksi di bank BTN syari'ah
cabang Surabaya
1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah Konstruksi (PMK)

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis akan menjabarluaskan terlebih
dahulu tentang definisi pembiayaan musyarakah konstruksi menurut Bank
BTN Syari'ah Cabang Surabaya

Jika pengertian musyarakah diterapkan dalam istilah perbankan, maka
musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara Bank yang akan menyediakan
modal, dan nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang
dimohonkan nasabah kepada dan disetujui oleh Bank, atas dasar pembebanan
resiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai pernyertaan modalnya
masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.’

Musyarik adalah Bank dan nasabah sebagai sama-sama penyedia
modal. Sedangkan Syirkah adalah bentuk usaha atau proyek yang
dikerjasama oleh Bank dan nasabah.’

Jadi pembiayaan musyarakah konstruksi (PMK) adalah pembiayaan
yang diberikan Bank kepada pengembangan atau developer berbentuk

perseroan terbatas, koperasi, CV., atau perorangan, untuk membantu modal

5 Dokumen Bank BTN Syari‘ah Cabang Surabaya (Pasal 1 Ayat 2), h. 84
S bid, (Pasal 1 Ayat 3-4) h. 84
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kerja pengembangan dalam pendanaan pembangunan proyek perumahan yang
meliputi rumah atau bangunan berikut sarana dan prasarananya.’ Atau
dengan kata lain pembayaran kerja untuk pembangunan proyek perumahan
kepada pengembang atau developer, di mana masing-masing pihak
menyertakan modal dengan berbagi keuntungan menurut nisbah yang
disepakati oleh resiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal
masing-masing mulai dari :
% Biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan finishing, dan
% Biaya prasarana dan sarana.*
2. Sistem Pembiayaan Musyarakah Konstruksi BTN Syari’ah

Salah satu jenis pengembangan usaha dari Bank Syari'ah yang
menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah. Saat ini
jenis transaksi musyarakah yang bergerak di bidang konstruksi
(proyek/bangunan) ini sangat sedikit dijalankan oleh lembaga keuangan
syari'ah, kecuali pada Bank-Bank umum baik yang konvensional maupun
yang syari'ah yang bermodalkan besar. Kalaupun ada yang serupa dengan
pembiayaan musyarakah konstruksi. Yang terdapat pada Bank BTN syari'ah
Cabang Surabaya ini mungkin pada Bank-Bank yang lain hanya berbeda dari

segi istilahnya saja.

3 Dokumen Pembiayaan Berbagai Hasil Bank BTN Syari'ah, h 1
* Agenda Bank BTN Tahun 2009



Sistem pembiayaan musyarakah konstruksi pada Bank BTN syari'ah
Cabang Surabaya ini merupakan salah satu pencrapan pembiayaan usaha
bersama dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi
penyertaan antara pihak bank dan nasabah. Di mana pihak bank sebagai
pihak pertama yang menyediakan modal yang diperlukan dan nasabah
sebagai pihak kedua yang menjalankan usaha dan juga menyertakan
modalnya sesuai dengan penyertaan modal yang disepakati bersama oleh
kedua belah pihak.’

Transaksi pembiayaan pengembangan usaha bagi hasil ini di mana
Bank BTN Syari'ah bertindak sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai
penyertaan (patungan modal), yang pembebanan resiko untung dan ruginya
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Jika usaha
tersebut untung, maka pertambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan
usaha atau proyek dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan
mengurangkan jumlah harta akhir periode dengan harta awal (ra’sul maal).
Namun jika usaha tersebut rugi, maka berkurangnya harta di dalam
menjalankan usaha atau proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu
yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal

periode.®

5 Interview Dengan Bpk. Nur Kholis, Financing Service Di Bank BTN Syariah Cab. Surabaya
¢ Dokumen Bank BTN Syari'ah Cabang Surabaya (Pasal 1 Ayat 7-8) h. 84-85
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Penerapan sistem pembiayaan bagi hasil pada produk pembiayaan

musyarakah komstruksi BTN syari'ah ini dapat dilihat pada skema

musyarakah di bawah ini:’
Nasabah parsial : Bank syari‘ah parsial
asset value : pembiayaan
/
7 y
Tenaga/ Modal/
Asset ' keahlian

Nisbah X% Nisbah Y%

Kcuangan

Bagi hasil keuntungan sesuai porsi
kontribusi modal (Nisbah)

Dari gambar skema di atas, sudah tampaklah jelas bahwa antara Bank
syari'ah dan nasabah saling bekerjasama untuk suatu proyek perumahan yang
mana pihak nasabah sebagai asset value (tenaga/asset) yang menjelaskan
usaha. Sedangkan pihak Bank sebagai pihak pembiayaan (penyedia
modal/keahlian). Dan bagi hasil keuntungannya (z/sbah) disesuaikan dengan

porsi kontribusi besar kecilnya modal yang disertakan.

7 Dokumen Pembiayaan Berbagai Hasil Bank BTN Syariah, h. 2



Jadi karakteristik sistem pembiayaan musyarakah konstruksi adalah
pembiayaan pengembangan usaha (proyek) dengan prinsip bagi hasil yang
menggunakan sistem patungan modal, dan pembebanan resiko untung dan
ruginya ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modal masing-masing

3. Syarat-Syarat Dan Ketentuan Permohonan Pembiayaan Musyarakah
Konstruksi BTN Syari'ah

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan
musyarakah konstruksi BTN syari'ah di Bank BTN syari'ah Cabang
Surabaya, secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Menyerahkan foto kopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya

- Mengisi formulir aplikasi

- Khusus perusahaan : (harus menyerahkan) akte pendirian

- NPWP sesuai ketentuan

- Proposal prospek usaha/proyek.®

- Memiliki izin usaha dan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan
proyek perumahan.

- Telah menjadi pemegang rekening giro di kantor cabang syari'ah bank

BTN.’

® Brosur Pembiayaan Bank BTN Syari'ah Cab. Surabaya
® Agenda Bank BTN Tahun 2009
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Ketentuan pembiayaan Musyarakah kostruksi:
- Pembiayaan yang dapat diberikan maksimal 80% dari kebutuhan modal
kerja konstruksi.
- .Jangka waktu dapat diberikan maksimal selam jangka waktu 24 bulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan
oleh pihak Bank dan disetujui nasabah.
- Biaya-biaya lain: biaya notaris, pengikatan barang agunan atau jaminan,
biaya asuransi.
- Agunan berupa lokasi proyek yang dibiayai.'’
4. Prosedur Pelaksanasn Pembiayaan Musyarakah Konstruksi BTN Syari'ah
Dalam pelaksanaan pembiayaan Musyérakalz konstruksi BTN
syari'ah. BTN Syari'ah Cabang Surabaya, maka ada beberapa proses tahapan
yang harus dilaksanakan, baik dari proses pengajuan pembiayaan hingga pada
penyclesaian pembiayaan. Dasar pemikiran pemberian pembiayaan oleh
sebuah Bank kepada seseorang atau badan usaha adalah berdasarkan
kepercayaan. Agar memperoleh kepercayaan, pihak Bank sclalu
mempertimbangkan kondisi dan calon debitur. Dalam pemberian pembiayaan
paling tidak memuat asas pemberian kredit yang terdapat dalam prinsip 5C,

yaitu Character (Watak/Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital

19 1bid
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(Modal), Collsteral (Jaminan), dan Conditional Of Economy (Kondisi
Ekonomi).

Prosedur dalam proses Musyarakah konstruksi BTN syari'ah pada
Bank BTN Syari'ah Cabang Surabaya, yaitu terdapat beberapa tahapan
sebagai berikut :'!
a. Tahap Permohonan

Proses pemberian pembiayaan dimulai dengan permohonan
pembiayaan dari nasabah yang berupa permohonan pembiayaan baru.

Rincian Proses :

1) Nasabah Mengisi permohonan pembiayaan secara tertulis dengan
menggunakan formulir permohonan pembiayaan yang tersedia di
Bank BTN Syari'ah Cabang Surabaya.

2) Meminta kelengkapan data keuangan, data pribadi, dan jika yang
mengajukan adalah perusahaan, maka harus menyerahkan akte
pendirian perusahaan tersebut, dan seterusnya.

b. Tahap Analisis Pembiayaan
Mengacu pada surat keputusan direksi BI No. 27/162/KEP/DIR/

Tanggal 31 Maret 1995, menjelaskan tentang perlunya analisis

pembiayaan yang memperhatikan asas-asas pembiayaan yang schat,

karena setiap pembiayaan yang memperhatikan asas-asas pembiayaan

1 Dokumen Bank BTN Syari'ah Cab. Surabaya
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yang sehat, karena setiap pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk
mengurangi resiko (risk assessment) tersebut adalah keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya
kepada Bank secara tertib (Willingness To Pay And Ability To Repay)
sesuai yang diperjanjikan.

Ruang lingkup analisis pembiayaan :

Ruang lingkup analisis pembiayaan terhadap usulan pembiayaan
dilakukan di Bank BTN syari'ah Cabang Surabaya meliputi aspek-aspek
sebagai berikut :

1) Aspek Hukum/ Legalitas
Manajemen Bank BTN Syari'ah Cabang Surabaya telah
memberikan beberapa batasan di dalam aspek hukum atau legalitas
yang tujuannya adalah untuk memudahkan pelaksanaan analisis
pembiayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
a. Legalitas pemohon atau subyek hukum pemohon atau nasabah
b. Legalitas obyek yang dimintakan pembiayaan
2) Aspek Keuangan
Analisa aspek keuangan dimaksudkan untuk mengetahui
kemampuan membayar (Ability To Repay) nasabah dilihat dari

kondisi keuangannya. Analisa aspek keuangan diarahkan kepada
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batasan-batasan posisi keuangan nasabah dan kemampuan penyediaan
dana sendiri oleh nasabah dan proyeksi keuangan.
3) Aspek Jaminan/Agunan
Tujuan utama dilakukannya analisis atas jaminan nasabah
pada dasarnya adalah untuk mengukur nilai ekonomi barang jaminan
dan aspek yuridis barang jaminan tersebut.
. Tahap Pemutusan Pembiayaan
Pemutusan pembiayaan adalah proses pemberian persetujuan
pembiayaan. Proses pemberian persetujuan pembiayaan harus didasarkan
pada analisis dan rekomendasi persetujuan pembiayaan pada rapat
komite. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus disusun secara
tertulis berdasarkan hasil analisis pembiayaan yang telah dilakukan. Isi
rckomendasi persetujuan harus sejalan dengan kesimpulan analisis
pembiayaan.
Proses pemutusan pembiayaan tersebut yaitu:
1) Usulan pembiayaan digunakan untuk setiap pengajuan fasilitas
pembiayaan nasabah atau calon nasabah.
2) Usulan pembiayaan dirapatkan oleh rapat komite dan diputuskan oleh
kepala seksi dan kepala cabang.
3) Jika usulan pembiayaan disetujui maka akan diteruskan pada tahap

realisasi pembiayaan.



51

d. Tahap Realisasi Pembiayaan
Realisasi pembiayaan baru dapat disetujui dan disepakati apabila
semua prasyarat dan syarat pembiayaan yang ditetapkan Bank telah
dipenuhi nasabah yaitu:

1) Prasyarat pembiayaan yakni syarat pembiayaan yang mutlak harus
dipenuhi oleh nasabah fasilitas pembiayaan direalisir.

2) Syarat pembiayaan oleh nasabah yakni suatu persyaratan pembiayaan
yang harus dipenuhi oleh nasabah pada saat atau setelah fasilitas
pembiayaan dicaﬁkm, misalnya : pengikatan jaminan dan penutupan
asuransi jaminan, besarnya margin, keuntungan, dan tata cara
pembayarannya.

3) Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan Musyarakah konstruksi
(PMK) BTN Syari'ah.

e. Tahap Pembinaan Pembiayaan

Setelah tahap realisasi pembiayaan atas hasil pemutusan pembiayaan
oleh rapat komite, lalu diadakan pembinaan bagi individu masing-masing
nasabah pembiayaan demi kelancaran pembiayaan itu sendiri.
. Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Konstruksi

Dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara
seseorang atau beberapa orang dengan sescorang atau beberapa orang lainnya

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.



52

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
a. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh pihak itu
bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan
melawan hukum syari’ah, sebab perbuatan yang bertentangan dengan
hukum syari’ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada
kewajiban tersebut. Apabila isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan
yang melawan hukum (hukum syari’ah) maka perjanjian tersebut dengan
sendirinya batal demi hukum.

b. Harus sama ridlo dan ada pilihan.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan
pada kesepakatan kedua pihak, yaitu masing-masing pihak ridlo atau rela
akan isi perjanjian tersebut atau merupakan kehendak bebas masing-
masing pihak.

c. Harus jelas dan gamblang.

Yaitu tidak samar, tidak sembunyi, sehingga tidak
diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang biasa yang menimbulkan
kesalapahaman pada waktu pc:nerapannya.12

Suatu ikatan kerja itu sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian.

Adapun hal-hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian kerja adalah :

12 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Islam, h. 1
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a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau
halal menurut ketentuan syariaf.

b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, kejelasan
manfaat pekerjaan yang dapat diketahui dengan cara mengadakan
pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk
jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya. "

Perjanjian dalam transaksi pembiayaan Musyarakah konstruksi di
Bank BTN Syari'ah Cabang Surabaya merupakan akad dari pembiayaan
Musyarakah yang disepakati pihak Bank dan nasabah. Penerapan perjanjian
pembiayaan secara tertulis dibuat di hadapan notaris yang mengacu pada
instruksi Presiden yang dimuat dalam Impres kabinet No. 15/EKA/10/1996 jo
dan juga menunggu pada ketentuan fatwa MUI Dewan Syariah Nasional No.
08/DSN-MUL/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.'

Akad perjanjian pembiayaan Musyarakah itu dibuat di hadapan
notarais dengan klausul yang disepakati kedua belah pihak. Penetapan
beberapa butir klausul perjanjian pembiayaan Musyarakah dihasilkan dari
deal (kesepakatan) pihak Bank dan nasabah seperti tentang margin
keuntungan, jangka waktu pembiayaan, dan sebagainya. di samping itu juga

terdapat butir-butir yang merupakan ketentuan dari pihak Bank. Setelah

13 guhrawarti K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 153
' Ibid h 98-100
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butir-butir kesepakatan dan data-data nasabah dan transaksi dimasukkan
dalam akad, kemudian pihak bank dan nasabah menandatangani perjanjian
tersebut sebagai bukti pengikatan masing-masing pihak untuk tunduk pada
ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.

Dalam akad perjanjian Musyarakah pada Bank BTN syari'ah cabang
Surabaya itu terdiri dari 18 pasal yaitu:"

Pasal satu berisikan tentang definisi-definisi operasional pembiayaan
Musyarakah, yang mana pasal satu ini terdiri dari 16 butir. Definisi-definisi
tersebut mengenai definisi syari'ah, Musyarakah, musyarik, syirkah, nisbah
bagi hasil, mudharib, keuntungan usaha, kerugian usaha, hari kerja bank,
pendapatan, keuntungan operasional, pendapatan bersih, pembukuan modal,
keuntungan, jangka waktu Musyarakah dan cidera janji.

Pasal kedua berisikan tentang modal dan penggunaan. Pada pasal ini
menerangkan antara Bank dan nasabah bersepakat saling mengikatkan diri
untuk membiayai usaha dengan modal pernyataan masing-masing pihak
sesuai dengan kesecpakatan.

Pasal tiga berisikan tentang jangka waktu kerjasama usaha, yang di
dalamnya menerangkan waktu berlangsungnya kerjasama yang terhitung

scjak tanggal surat perjanjian ditandatangani sampai berakhirnya kerjasama.

15 Ibid, h. 84-97
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Pasal keempat berisikan tentang penarikan modal, di mana dalam hal

penarikan modal ini, pihak bank berjanji dengan mengikatkan diri untuk

mengizinkan nasabah menarik modal, setelah nasabah memenuhi seluruh

prasyarat sebagai berikut :

D

2)

3)

4)

Menyerahkan kepada Bank realisasi modal sesuai dengan tujuan
penggunaannya, selambat-lambatnya ......... hari kerja Bank sebelum
tanggal pencairan harus dilaksanakan.

Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan
tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan
perjanjian ini.

Bukti-bukti tentang kepemilikan scbagian atau hak lain atas barang
jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh modal, nasabah
berkewajiban membuat dan menandatangani surat tanda bukti
penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada Bank.

Pasal ke lima berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam

pengelolaan kegiatan usaha. Yang mana dalam pasal ini terdiri dari 5 butir.

Pasal ke enam berisikan tentang ‘“kesepakatan nisbah bagi hasil

(syirkah). Dalam pasal ini terdiri 8 butir, pada butir pertama menerangkan

tentang kesepakatan nasabah dan Bank terhadap besar kecilnya prosentase

keuntungan (nisbah) masing-masing pihak. Sedangkan pada butir kedua
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menerangkan tentang kesepakatan nasabah dan Bank terhadap waktu
pelaksanaan pembagian keuntungan (syirkah) dan seterusnya (terlampir)

Pasal ke tujuh berisikan téntang “kewajiban nasabah sebagai
mudarib”. Dalam pasal ini menjelaskan tentang kescpakatan para pihak
musyarik untuk menunjuk dan menetapkan nasabah sebagai pengelola usaha
atau proyek (mudarib) yang dibiayai bersama. Di mana penunjukkan dan
penetapan ini mempunyai daya guna yaitu:

1) Menjalankan usaha sesvai dengan kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan oleh para Musyarakah (para pihak).

2) Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para Musyarakah, baik di
luar ataupun di muka pengadilan, dan

3) Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (ra’su/ mall) para
Musyarakah.

Pasal kedelapan berisikan tentang “pembayaran kembali modal dan
keuntungan Bank. Dalam pasal ini terdapat 4 butir, yang masing-masing
butir menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pembayaran.

Pasal kesembilan berisikan tentang “biaya, potongan, dan pajak-
pajak”. Dan dalam pasal ini juga terdapat 4 butir.

Pasal ke sepulub berisikan tentang “jaminan” dalam hal ini nasabah
berjanji kepada Bank untuk beberapa hal (yang diterangkan dalam 7 butir)

yang sehubungan fasilitas modal oleh Bank kepada nasabah.
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Pasal sebelas berisikan tentang “pernyataan dan pengakuan nasabah”.
Dalam pasal ini menjelaskan tentang pernyataan pengakuan nasabah yang
sebenar-benarnya kepada Bank. Yang pernyataan dan pengakuan tersebut
diterangkan dalam 5 butir.

Pasal keduabelas berisikan tentang “peristiwa cidera janji”. Dalam
pasal ini menerangkan bahwa apabila nasabah melakukan penyimpangan dari
ketentuan yang sudah disepakati dalam pasal 2, maka pihak Bank berhak
untuk menuntut atau menagih pembayaran kepada nasabah dan pembayaran
itu harus dibayar scketika dan sckaligus tanpa adanya surat pemberitahuan
atau teguran-teguran terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya masalah ini sudah
dijabarkan dalam 4 ayat.

Selanjutnya pasal yang ketiga belas berisikan tentang, “pelanggaran-
pelanggaran”. Di mana nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat
perjanjian yang telah disepakati, bila nasabah terbukti melakukan perbuatan-
perbuatan yang sudah diterangkan ke dalam 6 butir dalam pasal ini.

Pasal yang keempat belas berisikan tentang “pengawasan dan
pemeriksaan”. Dalam pasal ini diterangkan bahwa yang berhak pengawasan
dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha adalah

pihak Bank atau kuasanya.



58

Pasal kelima belas berisikan tentang “asuransi”. Dalam hal ini pihak
nasabah berjanji mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan
syari'ah atas bebannya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank.

Pasal keenam belas berisikan tentang “penyelesaian perselisihan”.
Disebutkan dalam pasal ini ada 3 ayat.

Pasal ketujuh belas berisikan tentang “domisili dan pemberitahuan”.
Dalam pasal ini juga disebutkan ada 3 ayat.

Dan pasal ke delapan belas adalah pasal penutup dari akad
pembiayaan Musyarakah, di sini disebutkan dalam 3 ayat dan di akhiri.
dengan ditandatanganinya akad pembiayaan oleh pihak Bank dan nasabah.

6. Ketentuan Bagi Hasil Atau Nisbah Pembiayaan Musyarakal

Dalam akad perjanjian pembiayaan Musyarakah konstruksi telah
dijelaskan definisi bagi hasil (pasal 1 ayat 5) yaitu ratio perbandingan
pembagian atas keuntungan dan resiko usaha atau proyek di antara nasabah
dengan bank yang ditetapkan berdasarkan perjanjian.'®

Pada Bank BTN syari'ah cabang Surabaya cara menentukan nisbah
atau bagi hasil berpatokan pada 3 (tiga) point di bawah ini:

1) Menggunakan metode Revenue Sharing
2) Perhitungan bagi hasil, berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah,
sesuai proyeksi arus kas (Cash Flow) dan tingkat bagi hasil yang berlaku

di pasar.

16 Ibid, (Pasal 1 Ayat 5), h 84
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3) Biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban

nasabah, namun Bank dapat mempertimbangkan pemberian pengakuan
atau penghargaan atas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah."’
< Contoh kasus penentuan nisbah untuk pembiayaan Musyarakah
Developer mengajukan pembiayaan konstruksi untuk 100 unit
rumah harga jual per unit rumah Rp. 100.000.000,-

Dari hasil analisa diperolch data sebagai berikut :
Nilai tanah efektif : Rp. 1.500.000.000,-

Biaya bangunan : Rp. 4.200.000.000,-
Sarana : Rp. 500.000.000,- Biaya konstruksi
Prasarana : Rp. 1.300.000.000.-° Rp. 6.000.000.000,-
Biaya lain-lain : Rp. 500.000.000,-
Nilai proyek : Rp. 8.000.000.000.-
Kebutuhan modal kerja : Rp. 4.200.000.000,- 52,5% share BTN
Developer : Rp. 3.800.000.000,- 47,5% share dev
Sumber penggunaan dana

Biaya konstruksi Rp. 6.000.0600.000

Dana sendiri Rp. 1.800.000.000 30%

Kebutuhan modal kerja| Rp. 4.200.000.000 | Maksimal 80%

Harga per unit
Nilai jual seluruhnya | Rp. 10.000.000.000 | Rp. 100.000.000
Harga pokok Rp. 8.000.000.000 | Rp. 80.000.000
Keuntungan Rp. 2.000.000.000,-0 20%
Share keuntungan 100 unit Nisbah revenue sharing

Bank 52,5% | Rp. 1.050.000.000 | 10,5% Bank
Developer | 47,5% | Rp. 950.000.000,- | 89,5 Developer

7 Ibid h 1



Equivalent rate/tahun

Keuntungan bank 2 tahun Rp.1.050.000.000,-
Modal kerja bank Rp.4.200.000.000,-
%keuntungan 2 tahun 25%

q rate keuntungan /tahun 12,5%

Sehingga bagi BTN syari'ah dapat memberlakukan sebagai berikut :

Setiap penjualan 1 unit rumah

Rp. 100.000.000

Pendapatan bank
Pembayaran pokok
Sisa hasil penjualan

10,5%
52,5% dr H. pokok

Rp. 10.500.000,- untuk Bank
Rp. 42.000.000,- untuk Bank
Rp. 47.500.000,- untuk Dev

7. Keuntungan Pembiayaan Musyarakah Konstruksi BTN Syari’ah

Apabila ingin mengembangkan suatu usaha, maka BTN syari'ah dapat

menjadi partner yang menguntungkan. Dengan menggunakan prinsip bagi

hasil yang terbatas dari penetapan bunga, BTN syari'ah merupakan partner

yang adil. Karena dalam hal ini BTN syari'ah mempunyai prinsip “kemajuan

usaha anda adalah kemajuan BTN syari'ah juga”. Di samping itu BTN

syari'ah juga mempunyai beberapa keuntungan dalam pembiayaan

Musyarakah konstruksi. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu:

- Aman karena sesuai prinsip syari'ah

- Bagi hasil yang menarik

- Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja atau

pengadaan peralatan)

- Lebih aman dan berkeadilan.'®

18 Brosur Pembiayaan Bank BTN Syariah




